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Abstract: The Mirna Salihin case has become one of the most horrendous events in the Indonesian legal system.
On January 6, 2016, a young woman named Mirna Salihin died mysteriously after drinking coffee at a prestigious
cafe in Jakarta. Mirna's tragic death shocked the public and became the center of media attention, raising big
questions about the cause of death as well as whether an autopsy should be performed to uncover the real truth.
The Mirna Salihin case became controversial due to the allegation that Mirna's death was caused by cyanide
poisoning, a deadly poisonous substance. The fundamental question arises: What is the role of autopsy in solving
murder cases? This triggers a conflict of dissent that must be explained and understood in greater depth. This
journal aims to shed light on the key evidentiary challenges posed by autopsy irregularities, and provide insight
into how this case became a dilemma for the legal process. The research utilized qualitative methods by collecting
data from media news analysis. The final conclusion highlights important warnings about the difficulties and the
need for change in the law enforcement and forensic systems.
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Abstrak: Kasus Mirna Salihin telah menjadi salah satu peristiwa yang menghebohkan dalam sistem hukum
Indonesia. Pada tanggal 6 Januari 2016, seorang wanita muda yang bernama Mirna Salihin meninggal secara
misterius setelah meminum kopi di sebuah kafe bergengsi di Jakarta. Kematian tragis Mirna ini mengguncang
masyarakat dan menjadi pusat perhatian media, memunculkan pertanyaan besar tentang penyebab kematian serta
apakah autopsi harus dilakukan untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Kasus Mirna Salihin menjadi
kontroversial salah satunya adanya dugaan bahwa kematian Mirna disebabkan oleh keracunan sianida, suatu zat
beracun yang dapat mematikan. Pertanyaan mendasar pun muncul: Bagaimana peran autopsy dalam mengungkap
kasus pembunuhan? Hal ini memicu konflik perbedaan pendapat yang harus dijelaskan dan dipahami dengan lebih
mendalam. Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan utama Tantangan pembuktian yang muncul
akibat kejanggalan autopsi, dan memberikan wawasan tentang bagaimana kasus ini menjadi dilema proses hukum.
Penelitian ini menggu nakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari analisis berita media. Kesimpulan
akhir menyoroti peringatan penting tentang kesulitan dan kebutuhan untuk perubahan dalam sistem penegakan
hukum dan forensik.

Kata kunci: Autopsi, Mirna Salihin, Pembuktian

A. PENDAHULUAN
PENGANTAR KASUS MIRNA

Indonesia menjadi saksi pembunuhan wanita muda bernama Wayan Mirna Salihin pada
tahun 2016. Kasus ini pertama kali disebut "Kopi Mirna" atau "Kasus Mirna" karena bermula
dari sebuah insiden tragis di sebuah kafe Olivier di Jakarta.

Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin, 27 tahun, dan temannya, Jessica
Wongso, mengunjungi kafe tersebut. Mirna kemudian berbicara dengan Jessica setelah mereka
memesan minuman di kafe. Sayangnya, Mirna kemudian mengalami kejang, sesak napas, dan

akhirnya meninggal dunia. Sebuah penyelidikan menyeluruh dimulai setelah kejadian ini, yang
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menemukan bahwa Mirna Salihin meninggal setelah minum minuman yang diduga
mengandung sianida. Dugaan bahwa sianida adalah penyebab kematian Mirna memicu
penyelidikan kriminal yang menuduh Jessica WWongso.

Kasus Mirna segera menjadi perhatian media dan masyarakat, dan perkembangan kasus
ini diawasi dengan ketat. Autopsi adalah bagian penting dari investigasi karena temuan yang
ditemukan di dalamnya akan digunakan sebagai bukti utama dalam persidangan.

Namun, seiring berjalannya waktu, banyak kontroversi dan kejanggalan muncul terkait
autopsi Mirna. Ini menimbulkan pertanyaan dan ketidakpastian tentang keadilan dan kebenaran
autopsi, yang berdampak pada kasus ini dan membuat sistem peradilan menjadi tidak percaya.

Kasus Mirna, dengan semua komplikasinya, menampilkan studi kasus yang menarik
tentang peran autopsi dalam penegakan hukum, masalah dalam proses pembuktian, dan
kebutuhan reformasi hukum untuk menangani kasus serupa di masa depan. Jurnal ini akan
mempelajari autopsi dan kejanggalan hukum yang terkait dalam kasus Mirna secara
menyeluruh, dan juga akan memberikan saran untuk reformasi hukum yang diperlukan.
KRONOLOGI KASUS

Pada 6 Januari 2016, pukul 15.30, Jessica tiba di Olivier dan keluar setelah dua menit.
Pada pukul 16.14 WIB, dia kembali dengan tas belanjanya dan memesan minuman pada pukul
16.18 WIB. Pada pukul 16.24 WIB, kopi disajikan kepada Jessica. Pada pukul 17.16 WIB,
Mirna tiba dengan teman satu timnya, Hani. Setelah tiba, Mirna langsung meminum es kopi
Vietnam, tetapi merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan minumanya, jadi dia meminta
Han Meskipun Mirna meminta air putih, Jessica malah pergi dan memanggil pelayan untuk
datang ke meja mereka. Tubuh Mirna, yang kejang-kejang, dengan mata setengah tertutup,
sudah kaku dan mulutnya mengeluarkan busa. Melihat hal itu, Hani menjadi panik dan
mengoyangkan tubuh Mirna semakin kaku. Dia kemudian berteriak dan memanggil pelayan
café Olivier untuk membawa Mirna ke Dokter Klinik Damayanti Grand Indonesia. Dokter
Joshua mengatakan bahwa saat Mirna dibawa ke klinik oleh petugas restoran, tidak ada tanda-
tanda aneh yang ditemukan di tubuhnya. Di Klinik Damayanti, Joshua mengatakan bahwa
wanita itu hanya pingsan dan tidak meninggal. Dia mengatakan, "Sadar si enggak, pingsan
seperti biasanya, kondisi fisik juga masih ada (hidup), badan masih hangat, pandangan mata
kosong, dan pasien masih bisa interaksi." !Dia juga menambahkan, "Kami juga memberikan
penanganan umum, memberikan oksigen, mengecek denyut nadi dan pernapasan, penanganan

dasar saja. Denyut nadi 80 kali per Atas permintaan suaminya, Mirna dirujuk ke Rumah Sakit

! Moch Harun Syah. “Dokter: Mirna Belum Meninggal, Sampai di Klinik Hanya Pingsan” Liputan6.com.
https://www.liputan6.com/news/read/2407692/dokter-mirna-belum-meninggal-sampai-di-klinik-hanya-pingsan.
Diakses pada 13 Oktober 2023
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Abdi Waluyo sekitar pukul 18.00 WIB. Dua dokter yang menangani Mirna saat itu, Prima
Yudo dan Ardianto, mengatakan kepada pasien bahwa tidak ada tanda-tanda cahaya dan tidak
ada respons. Bibirnya mulai pucat. Dia tewas selama perjalanan. Saat diperiksa, tidak ada detak
jantung atau napas yang terdengar, kata Prima.?

PERMASALAHAN

1. Bagaimana Tantangan pembuktian yang muncul akibat kejanggalan?

2. Bagaimana peran autopsi dalam mengungkap kasus pembunuhan?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami
dan menggali sudut pandang kasus Mirna Salihin, serta untuk menjelaskan permasalahan yang
muncul seputar peran autopsy dalam mengungkap atau membuktikan tindak pidana dalam
kasus pembunuhan mirna salihin.

Metode penelitian kualitatif ini dipilih untuk memungkinkan pemahaman yang lebih
dalam tentang konteks kasus ini. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan yang komprehensif terkait dengan konflik tersebut.

C. PENDAHULUAN

Menurut KUHP, proses penyelesaian perkara pidana terdiri dari tiga tahapan:
pemeriksaan di tingkat penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Pemeriksaan perkara pidana, baik di kantor polisi, kejaksaan, atau pengadilan, pada dasarnya
bertujuan untuk menemukan kebenaran tentang suatu masalah. Aparat penegak hukum harus
mengumpulkan bukti untuk mengungkap kasus dalam proses pidana. Menurut Pasal 184
KUHAP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa adalah
alat bukti yang sah. Untuk pemeriksaan persidangan perkara pidana, hakim harus memiliki
sekurang-kurangnya dua bukti yang sah. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan
pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang
melakukannya." Tanpa alat bukti, hakim tidak dapat mengetahui dan memahami apakah suatu

tindak pidana telah terjadi atau apakah terdakwa untuk memastikan bahwa hakim dapat dengan

2 Glery Lazuardi. “Dokter Sebut Mirna Meninggal Saat Perjalanan Menuju Rumah Sakit Abdi Waluyo”
Tribunnews.com. http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/08/29/dokter-sebut-mirna-meninggal-saat-
perjalanan-menuju-rumah-sakit-abdi-waluyo. Diakses pada 13 Oktober 2023
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yakin menemukan kebenaran faktual dengan bantuan bukti. Dokter forensik memiliki peran
yang sangat penting dalam membantu penegak hukum mengungkapkan barang bukti yang
dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia.’Dokter forensik juga memainkan peran
yang sangat penting dalam membantu penegak hukum mengungkapkan tindak pidana yang
terjadi. Forensik adalah metode untuk menemukan kebenaran tentang kasus dengan
membuktikan atau mengungkapkannya. Forensik dapat menyelesaikan masalah dengan
memeriksa dan menganalisis barang bukti yang sudah mati. Dengan menggunakan forensik,
kita dapat mendapatkan berbagai informasi dari pemeriksaan baik di lokasi kejadian maupun
barang bukti yang dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa suatu kejahatan telah terjadi.
“Dalam kasus keracunan, pemeriksaan forensik dapat dibagi menjadi dua kelompok
berdasarkan tujuan pemeriksaan. Yang pertama bertujuan untuk mengetahui penyebab
kematian, seperti keracunan morfin, sianida, karbon monoksida, dan keracunan insektisida,
antara lain. Yang kedua, yang paling umum, tetapi kurang dikenal, adalah untuk mengetahui
mengapa sesuatu terjadi, seperti pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan udara, dan
perkosaan.® Keracunan tidak dapat diabaikan karena dianggap sebagai salah satu penyebab
kematian yang cukup banyak dalam ilmu kedokteran kehakiman. Jumlah dan jenis reaksinya
pun semakin meningkat seiring dengan ketersediaan berbagai zat pembasmi hama. Selain itu,
karena fakta bahwa kecelakaan racun semakin meningkat dan jenisnya dapat digunakan dalam
pelanggaran hukum. Salah satu tindakan meracuni seseorang dapat dikenakan hukuman, tetapi
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan batas
keracunan, sehingga beberapa ahli percaya bahwa batas-batas ini digunakan untuk tindakan
kriminal ini, karena perlu dibuktikan bahwa ada racun. Dalam hal penyidik untuk kepentingan
peradilan menangani seorang korban yang diduga.

Mengalami luka, keracunan, atau kematian yang disebabkan oleh peristiwa yang
merupakan tindak pidana, Pasal 133 (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik berwenang
meminta keterangan ahli dari ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya. ®Peran
dokter forensik yang sangat penting dalam membantu aparat hukum mengungkap dan
membuktikan kasus pidana tidak menutup kemungkinan bahwa suatu kejadian dapat terjadi.

Dokter dapat dianggap melakukan malpraktik (medical malpractice) jika mereka tidak

3 Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, Peran Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana, https://online-
journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2188, diakses pada 15 Oktober 2023

4 Ibid

5 Toksikologi Forensik, https://moduldanskill.blogspot.co.id/2011/06/toksikologi-forensik.html, diakses pada
16 Oktober 2023

® Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, Loc.Cit
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menguasai ilmu kedokteran yang berlaku umum, memberikan layanan di bawah standar,
melakukan kelalaian berat, atau melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum.

Toksikologi forensik sangat penting dalam penyelidikan dan penuntutan kasus kriminal
yang berkaitan dengan kematian wayan mirna yang disebabkan oleh zat beracun. Ini membantu
penegak hukum, terutama dalam menganalisis dan menafsirkan bukti racun.

Dokter forensik sangat penting dalam menangani kasus pidana karena mereka dapat
menemukan bukti, seperti tubuh atau bagian tubuh manusia. Mereka juga dapat mengajarkan
hakim tentang hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui
laporan dalam visum et repertum, yang merupakan keterangan medis yang sah dan dapat
dipertanggung jawabkan tentang keadaan korban, terutama jika ada tanda-tanda yang
menunjukkan bahwa korban mengalami penyakit. Baik kitab undang-undang hukum pidana
(KUHP) maupun kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) memberikan dasar
hukum forensik, meskipun KUHP dan KUHAP hanya mengatur hubungan antara ahli (dalam
hal ini, ahli forensik). Pasal 224 dan 522 KUHP menetapkan ancaman hukuman pidana bagi
ahli yang menolak membantu polisi: Pasal 224 : Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli,
atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban
berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1. dalam perkara pidana,
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. dalam perkara lain, dengan pidana
penjara paling lama enam bulan

Jika seseorang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa oleh undang-undang dan
tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, mereka diancam dengan denda paling
banyak sembilan ratus rupiah. Selain itu, pasal 133 ayat (1) KUHAP memberi wewenang
kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman
dalam kasus di mana penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau kematian. Peraturan
ini juga tidak menyebutkan forensik. Permintaan keterangan ahli ini dikirim melalui
korespondensi.

KEJANGGALAN DALAM AUTOPSI
1. Kejanggalan Pertama: Waktu yang Lama

Dalam kasus Mirna, autopsi dilakukan dalam waktu yang cukup lama setelah kematian
korban. Ini menimbulkan keraguan pada hasil autopsi karena dapat memengaruhi temuan
medis tentang penyebab kematian. Autopsi, sebuah prosedur medis penting, harus dilakukan

segera setelah kematian untuk mendapatkan hasil yang akurat.
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2. Kejanggalan Kedua: Kesimpulan Sianida yang Dibahas

Dalam kasus Mirna, autopsi menemukan sianida dalam tubuh korban, yang diduga
menjadi penyebab kematian. Temuan ini, bagaimanapun, masih diperdebatkan oleh para ahli
forensik yang terlibat dalam kasus ini. Menurut beberapa ahli, hasil sianida tidak konsisten
dengan gejala yang dialami korban sebelum meninggal. Ini menimbulkan keraguan terhadap
keabsahan hasil sebagai penyebab kematian.

3. Kejanggalan Ketiga: Bukti yang Tidak Ada Lagi

Beberapa bukti hilang atau tidak dapat dijelaskan dengan jelas selama proses autopsi.
Salah satu bukti yang hilang adalah sampel kopi yang dikonsumsi korban sebelum meninggal,
yang sangat penting untuk mengetahui apakah kopi tersebut mengandung sianida atau tidak.
Hilangnya bukti ini membuat hasil autopsi yang mengatakan bahwa tubuh korban mengandung
sianida menjadi tidak percaya.

4. Kejanggalan Keempat: Autopsi Prosedur yang Tidak Transparan

Tidak ada transparansi dalam proses autopsi kasus Mirna. Beberapa pihak yang terlibat
dalam kasus ini menyatakan bahwa mereka tidak memiliki akses penuh ke proses pengawasan
autopsi. Kekurangan transparansi ini meningkatkan keraguan terhadap keakuratan hasil
autopsi.

PERAN AUTOPSI DALAM PROSES PEMBUKTIAN

Dalam kasus pidana, autopsi atau pemeriksaan post-mortem sangat penting untuk proses
pembuktian barang bukti. Pemeriksaan ini dilakukan oleh ahli patologi forensik dan memiliki
beberapa tujuan. Ini termasuk menemukan penyebab dan cara kematian, menemukan penyakit
atau cedera, dan mengumpulkan sampel untuk analisis.

Otopsi memberikan informasi penting untuk penyelidikan dan penuntutan kasus pidana.
Mereka dapat membantu dalam menentukan penyebab kematian, baik karena kecelakaan,
bunuh diri, sebab alamiah, atau pembunuhan. Otopsi dapat menunjukkan obat, racun, atau zat
beracun lainnya di dalam tubuh seseorang dalam kasus yang melibatkan zat beracun. Hasil
otopsi, termasuk keberadaan dan konsentrasi zat beracun, dapat digunakan sebagai bukti di
pengadilan. Ahli toksikologi forensik menemukan dan mengukur zat beracun dalam sampel
yang dikumpulkan selama otopsi. Kesaksian ahli dapat mendukung kasus penuntutan dan
memberikan informasi penting tentang peran zat beracun dalam kematian.

Singkatnya, otopsi adalah bagian penting dari proses pembuktian bukti pidana. Mereka
memberikan informasi penting tentang penyebab dan proses kematian, termasuk keberadaan

zat beracun, yang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.
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TANTANGAN PEMBUKTIAN YANG MUNCUL AKIBAT KEJANGGALAN

Pembuktian menjadi sulit karena autopsi kasus Mirna yang salah. Untuk mendapatkan
bukti yang akurat dan dapat dipercaya, ahli bedah yang bertanggung jawab untuk melakukan
autopsi harus menjalankan prosedur dengan benar dan akurat.

1. Bukti Ketidakpastian

Ada ketidakpastian dalam pembuktian karena autopsi yang tidak lengkap. Hasil dan
prosedur autopsi yang tidak konsisten dapat menimbulkan keraguan terhadap bukti yang
ditemukan. Hal ini memberi pihak-pihak yang terlibat kesempatan untuk mempertanyakan
validitas bukti yang ada.

2. Kepercayaan Ahli Bedah

Kejanggalan dalam autopsi juga dapat mempengaruhi kredibilitas ahli bedah yang
melakukannya. Ketika autopsi dilakukan oleh banyak ahli bedah dan hasilnya tidak konsisten,
publik menjadi bingung dan meragukan kompetensi dan kejujuran ahli bedah tersebut.
Kepercayaan masyarakat terhadap ahli bedah sebagai saksi penting dalam proses pembuktian
telah rusak.

Akibat kejanggalan dalam autopsi yang dilakukan, kasus Mirna menghadapi banyak
masalah pembuktian. Proses pengumpulan bukti yang akurat dan dapat dipercaya menjadi lebih
sulit karena autopsi dilakukan terlalu lama dan hasilnya tidak konsisten. Reputasi ahli bedah
yang terlibat dalam kasus ini juga terpengaruh oleh ketidakjelasan ini.

KETIDAKPASTIAN HUKUM YANG MUNCUL

Dalam kasus Mirna, penyelidikan polisi dimulai. Untuk menemukan kebenaran tentang
kematian Mirna, berbagai bukti dan saksi diperiksa. Namun, ketidakpastian hukum muncul,
yang memengaruhi proses peradilan.

Pertama, orang berdebat tentang tempat kasus ini harus ditangani. Apakah polisi atau
kejaksaan yang bertanggung jawab atas kasus ini? Ini menimbulkan ketidakpastian hukum
karena tugas dan tanggung jawab kedua lembaga tersebut tidak jelas.

Kedua, ada beberapa pendapat yang berbeda tentang interpretasi bukti saat ini.
Keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh hasil pemeriksaan forensik dari berbagai ahli.
Ketidakpastian ini membuat proses peradilan lebih sulit dan dapat berdampak negatif pada
keadilan yang diterima oleh semua pihak yang terlibat.

IMPLIKASI TERHADAP SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Ketidakpastian hukum yang muncul dalam kasus Mirna memengaruhi sistem peradilan

Indonesia. Pertama, ini menunjukkan bahwa koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti
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polisi dan kejaksaan tidak baik. Untuk memastikan kasus serupa ditangani dengan tepat,

diperlukan kerjasama yang lebih baik.

Kedua, ketidakpastian hukum ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan
penyidikan dan pemeriksaan forensik. Untuk mengurangi ketidakpastian dalam kasus seperti
ini, ahli forensik yang kompeten dan independen sangat diperlukan.

KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM

Hasil dari kejanggalan dalam autopsi dapat memengaruhi kemampuan penegak hukum
untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Berikut adalah penjelasan menyeluruh
tentang hambatan ini:

1. Kesulitan dalam Menentukan Kepatuhan Hukum: Penegak hukum dapat mengalami
kesulitan menentukan apakah terjadi pelanggaran hukum karena ketidakpastian atau
kejanggalan dalam hasil autopsi.

2. Penggunaan Sumber Daya yang Berlebihan: Jika hasil autopsi menunjukkan kejanggalan,
penegak hukum mungkin harus mengalokasikan sumber daya yang berlebihan untuk
melakukan penyelidikan yang kompleks. Ini dapat menghabiskan waktu, sumber daya, dan
dana yang dapat digunakan untuk situasi lain yang juga memerlukan perhatian.

3. Dampak Ketidakpastian pada Korban dan Keluarga: Korban dan keluarga mereka mungkin
merasa tidak puas karena ketidakpastian hukum yang muncul dan berharap kasus mereka
diselesaikan dengan cepat dan adil.

4. Potensi Penundaan dalam Proses Hukum: Jika ada kejanggalan dalam hasil autopsi yang
memerlukan penyelidikan atau pemahaman yang lebih mendalam, pengadilan mungkin
harus menangguhkan sidang atau memperpanjang waktu sebelum keputusan dibuat.

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PENEGAK HUKUM

Untuk menjaga keadilan dan ketertiban hukum, penegak hukum harus memainkan peran
dan tanggung jawab berikut dalam menghadapi kendala yang muncul akibat kejanggalan dalam
autopsi:

1. Menghadapi Tekanan Opini Publik: Penegak hukum mungkin dihadapkan pada tekanan dari
masyarakat atau media yang meminta mereka menjelaskan dan mengambil tindakan segera
terkait kejanggalan dalam autopsi. Dalam hal ini, tugas mereka adalah untuk memastikan
bahwa semua orang tetap tenang dan tidak terlibat dalam konflik apa pun.

2. Pentingnya Keterbukaan dan Transparansi: Dalam menghadapi hambatan ini, penegak
hukum harus tetap terbuka. Mereka harus memberikan informasi yang jelas kepada publik
tentang tindakan yang diambil untuk mengatasi ketidakpastian yang muncul dari hasil

autopsi. Kepercayaan masyarakat dapat dijaga dengan informasi yang tepat dan terbuka.
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PENGUATAN PENGAWASAN HUKUM
Penguatan pengawasan hukum adalah langkah penting dalam menjaga integritas sistem
peradilan dan menghadapi kejanggalan dalam hasil autopsi.
1. Transparansi dalam Proses Autopsi
Meningkatkan transparansi proses autopsi adalah hal yang paling penting. Ini mencakup
prosedur seperti:
» Menerbitkan pedoman dan standar untuk mengatur prosedur autopsi.
« Memberikan penjelasan kepada pihak berwenang dan anggota keluarga korban tentang
prosedur yang digunakan selama autopsi.
« Memastikan bahwa semua langkah dalam proses autopsi dicatat dengan cermat dan tersedia
untuk pemeriksaan publik.
2. Analisis Independen
Peninjauan independen dapat membantu memastikan keadilan dan akurasi dalam kasus
autopsi yang kontroversial atau mengandung kejanggalan. Ini mencakup:
« Mengizinkan anggota keluarga korban untuk meminta autopsi kedua atau peninjauan
independen.
« Memberikan kesempatan kepada pihak berwenang yang independen untuk mengevaluasi
hasil dan prosedur autopsi.
« Menggunakan metode peninjauan independen dalam kasus di mana hasil autopsi
menimbulkan kekhawatiran.
3. Persyaratan Ketat untuk Profesional
Untuk meningkatkan pengawasan hukum, standar profesional yang ketat ditetapkan
untuk ahli forensik yang melakukan autopsi, yang mencakup:
« Memastikan bahwa semua ahli forensik mematuhi pedoman dan standar internasional yang
berlaku untuk prosedur autopsi.
« Melakukan evaluasi dan sertifikasi ahli forensik secara teratur
« Menjunjung tinggi kode etik yang ketat untuk mengurangi kemungkinan konflik
kepentingan atau bias dalam hasil autopsi.
4. Kontinuitas Pelatihan dan Pendidikan
Untuk meningkatkan keahlian ahli forensik, penting untuk memastikan bahwa mereka
menerima pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tinggi secara teratur. Ini mencakup:
¢ Menyediakan ahli forensik dengan pelatihan berkelanjutan yang mencakup kemajuan
terbaru dalam bidang forensik.

« Memastikan bahwa ahli forensik memiliki akses ke penelitian dan literatur ilmiah terbaru.
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« Menggalakkan ahli forensik untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dan organisasi
ilmiah.
5. Sistem untuk Pengaduan dan Pelaporan

Sangat penting untuk mengawasi praktik autopsi untuk membuat sistem yang
memungkinkan pegawai atau pihak terkait melaporkan ketidakpatuhan atau kecurangan.
Proses ini mencakup:

» Menciptakan organisasi internal atau independen yang dapat menerima pengaduan tentang
pelanggaran etika atau praktik tidak etis selama autopsi.

« Memastikan bahwa pelapor aman dari tindakan balasan

« Menyelidiki pengaduan yang diajukan secara independen dan mengambil tindakan yang
sesuai jika ditemukan ketidakpatuhan

6. Keterlibatan Publik

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum dapat meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas. Contohnya adalah:

« Mengadakan sesi informasi masyarakat tentang hak dan proses autopsi.

« Memotivasi masyarakat, keluarga korban, dan pihak berwenang untuk bekerja sama dalam
peninjauan kasus kontroversial.

« Menanggapi kekhawatiran masyarakat tentang autopsi.

Penguatan pengawasan hukum sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan
masyarakat pada sistem peradilan dan memastikan bahwa praktik autopsi dan penyelidikan
kriminal memenuhi standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Tindakan yang tepat dapat
mengurangi dampak negatif dari hasil autopsi dan meningkatkan keadilan dalam proses
hukum.

HUKUM DAN KEBIJAKAN YANG DI BUTUHKAN DALAM KASUS
KEJANGGALAN AUTOPSI

Seperti yang terjadi dalam kasus Mirna Salihin, ketidakkonsistenan hasil autopsi
menunjukkan bahwa hukum dan kebijakan harus diubah untuk memperbaiki praktik autopsi,
meningkatkan keadilan, dan menjaga integritas sistem peradilan.

1. Standar dan Pedoman Autopsi yang Jelas

« Mendefinisikan standar nasional yang jelas untuk praktik autopsi, termasuk etika, metode,
dan prosedur autopsi forensik.

« Menciptakan standar yang mengikat dan diakui secara nasional untuk mencegah interpretasi

yang berbeda dari prosedur autopsi.
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. Persyaratan Pendidikan dan Sertifikasi yang Ketat

Mewajibkan sertifikasi dan pelatihan yang ketat bagi ahli forensik yang melakukan autopsi
dan memastikan bahwa mereka mengikuti pelatihan berkelanjutan untuk mempertahankan
pengetahuan terbaru mereka.

Menciptakan program pelatihan dan pendidikan forensik yang terus-menerus yang
memasukkan kemajuan terbaru dalam bidang.

. Autopsi Kedua dan Peninjauan Independen

Memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta autopsi kedua yang independen
dalam kasus yang melibatkan kontroversi atau kejanggalan.

Mewajibkan lembaga atau kelompok independen untuk memeriksa hasil autopsi yang
kontroversial dan membuat saran yang objektif.

. Proteksi untuk Pelapor

Membuat undang-undang yang melindungi pelapor dari tindakan balasan ketika mereka
melaporkan praktik atau pelanggaran etika dalam autopsi.

Menggalakkan pelaporan yang terjamin baik internal maupun eksternal dalam kasus yang
mencurigakan

. Sistem Pengaduan Publik

Menciptakan sistem pengaduan terbuka di mana masyarakat, keluarga korban, atau pihak
terkait dapat melaporkan ketidakpatuhan atau kecurangan selama autopsi atau proses
hukum.

Memastikan bahwa mekanisme ini mudah digunakan dan melindungi pelapor.

. Keterlibatan Publik

Menggabungkan komunitas untuk mengawasi penegakan hukum dan praktik autopsi.
Melibatkan keluarga korban dalam proses autopsi dan memberikan informasi yang relevan
kepada mereka

. Evaluasi Independen dan Audit Regulasi

Melakukan audit rutin terhadap praktik penegakan hukum dan autopsi yang dilakukan oleh
badan atau auditor independen

Memastikan bahwa semua praktik memenuhi standar.

. Pendidikan Publik dan Komunikasi

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang praktik autopsi dan hak-hak mereka
selama proses hukum.

Berkomunikasi dengan masyarakat secara terbuka untuk menjelaskan tindakan yang

diambil dalam kasus kejanggalan autopsi.



Autopsi dan Kejanggalan Hukum dalam Pembuktian Kasus
Mirna: Tantangan dan Rekomendasi Reformasi Hukum

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Kasus autopsi kejanggalan Mirna Salihin memberikan peringatan penting tentang
kesulitan dan kebutuhan untuk perubahan dalam sistem penegakan hukum dan forensik.
Berdasarkan diskusi sebelumnya, kita dapat menyimpulkan beberapa poin utama:

1. Perlu Reformasi Hukum dan Praktik Forensik: Kejanggalan dalam hasil autopsi Mirna
Salihin menunjukkan bahwa reformasi hukum dan praktik forensik diperlukan di Indonesia.
Untuk meningkatkan akurasi dan integritas autopsi, standar yang lebih ketat, pedoman yang
jelas, dan sertifikasi ahli forensik yang ketat diperlukan.

2. Transparansi dan Keterbukaan: Untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas sistem
peradilan, proses autopsi harus transparan dan hasilnya harus dilaporkan dengan akurat
kepada masyarakat dan pihak berwenang.

3. Peran Masyarakat dan Keluarga Korban: Salah satu cara penting untuk memastikan keadilan
ditegakkan adalah dengan melibatkan masyarakat dan keluarga korban selama proses
autopsi dan proses penegakan hukum. Masyarakat harus dididik tentang hak mereka dan
berpartisipasi dalam mengawasi dan mengawasi sistem peradilan.

4. Pendidikan dan Pelatihan yang Terus-Menerus: Ahli forensik harus terus diberi pendidikan
dan pelatihan berkualitas tinggi untuk memastikan bahwa mereka tetap up-to-date dengan
praktik terbaik dan kemajuan ilmu forensik.

5. Meningkatkan Pengawasan Hukum: Untuk memastikan bahwa praktik autopsi dan
penegakan hukum memenuhi standar etika dan profesionalisme yang tinggi, penting untuk
meningkatkan pengawasan hukum melalui peninjauan independen, mekanisme pengaduan,
dan audit rutin.

Akhir kata, reformasi hukum dan praktik autopsi sangat penting untuk meningkatkan
keadilan dan integritas sistem peradilan. Dengan bekerja sama dengan masyarakat, pihak
berwenang, dan praktisi hukum, keadilan dapat ditegakkan dengan benar dalam setiap kasus.
SARAN
1. Pelatihan dan pendidikan tentang etika dan standar profesi sumber daya manusia harus

dilakukan agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Juga, perlu dilakukan
penelitian tentang hukum yang berkaitan dengan etika dan standar profesi dan sanksi yang
diberikan.

2. Kepentingan pelatihan dokter forensik untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli
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